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ABSTRAK

RUKIANA, KIKI. 2015. TINJAUAN MAQASID ASY-SYARI’AH
TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI DALAM MASA ‘IDDAH PASCA
CERAI GUGAT. Skripsi Jurusan Syari’ah progam studi Al-Ahwal Al-
Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Dosen
Pembimbing I: H. Sam’ani, M.A, Dosen Pembimbing II: H. Moh. Fateh, M.Ag.

Kata kunci: Hak Nafkah, Cerai Gugat (Khulug), Maqgasid Asy-Syart’ah

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 (ayat 2 dan 3) dan pasal 116
telah disebutkan bahwa suami atau istri keduanya mempunyai hak yang seimbang
dalam mengajukan gugatan. Sehingga dalam hal pengajuan perceraian seharusnya
tidak ada aturan yang merugikan dari salah satu pihak (suami dan istri). Seperti
halnya mengenai hak nafkah istri dalam masa ‘iddah yang harus dipenuhi oleh
suami apabila istri mengajukan cerai gugat kepada suami yang telah melanggar
hak istri selama dalam kehidupan berumah tangga. Di mana hak nafkah yang
meliputi makanan dan pakaian merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan
dariiriyyah (salah satu tingkatan kemaslahatan menurut Asy-Syaribi). Hal itu
tampak pada kaidah pokok magqasid asy-syari’ah yaitu kemaslahatan dengan
segala aspeknya seperti keadilan, kesamaan, kesederajatan, kebebasan,
kedamaian, kesejahteraan, dan kemudahan hidup adalah kondisi ideal yang harus
dibentuk sebagai cerminan bahwa Islam adalah agama kasih sayang yang
senantiasa sesuai dengan segala tempat dan waktu.

Permasalahan dalam skripsi ini: bagaimana ketentuan hukum Islam
terhadap hak nafkah istri dalam masa ‘iddah pasca cerai gugat dan dalam
- perspektif magqasid asy-syari’ah. Jenis penelitiannya yaitu penelitian pustaka
(Library Research) dan bersifat normatif serta menggunakan pendekatan
konseptual (Conseptual Approach). Adapun sumber data yang digunakan yaitu
menggunakan sumber data primer (Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang
No.1 tahun 1974 dan buku-buku tentang magasid asy-syari’ah) dan sumber data
sekunder (buku-buku pustaka yang terkait langsung dengan penelitian ini yang
bisa menunjang sumber data primer juga aturan-aturan yang berhubungan
langsung dengan aturan atau ketentuan hak nafkah istri dalam masa ‘iddah pasca
cerai gugat). Teknik pengumpulan datanya adalah dari sumber data primer yang
dikumpulkan kemudian dianalisis dengan sumber data sekunder yang selanjutnya
diperoleh kesimpulan secara ilmiah. Analisis data menggunakan analisis data
kualitatif yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan yang merupakan
kandungan magasid asy-syari’ah dapat digunakan sebagai alat istinbar hukum
dalam menetapkan hak nafkah istri dalam masa ‘iddah pasca cerai gugat dengan
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sebab suami dan harus dengan alasan syariat yang jelas. Maka dengan pemberian
hak nafkah istri dalam masa ‘iddah tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan
dalam kehidupan istri setelah terjadinya cerai gugat dengan suaminya. Sebab,
dapat meniadakan kesempitan dan kesukaran istri, memerhatikan kemaslahatan
manusia dan menghilangkan kemudaratan keduanya (suami dan istri),
mewujudkan keadilan, dan dapat menegakkan persamaan/kesetaraan antar
manusia. Akan tetapi, apabila cerai gugat tersebut berasal dari pihak istri sendiri
dan tanpa alasan syariat yang jelas, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah
dari pihak suami selama dalam masa ‘%ddah pasca cerai gugat dan dianggap
nusyiiz. Sehingga dengan kemaslahatan tersebut telah mengangkat derajat atau
martabat kaum perempuan dan merupakan perlindungan terhadap hak-hak
perempuan terutama dalam urusan hak nafkah istri dalam masa ‘iddah pasca cerai

gugat.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah
berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22
Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nam Huruf Keterane
Arab ama Latin gan
Alif Tidak
| ) )

Silribaugkan Tidak dilambangkan

Ba’
Ta’
Sa’
Jim
Ha’
Kha’
Dal
Zal
Ra’
Zai
Sin
Syin
Sad
Dad
Ta
Za
‘Ain
Gain
Fa
Qaf
Kaf
Lam
Mim
Nun
Wawu
Ha’

L

s (dengan titik di atas)
h (dengan titik di bawah)
kdanh

zet (dengan titik di atas)
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sdany
s (dengan titik di bawah)
d (dengan titik di bawah)
t (dengan titik di bawah)
z (dengan titik di bawah)
Koma terbalik di atas
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s Hamzah - Apostrof
I Ya’ Y -
Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
(ibals ditulis muta’aqqidin
i ditulis ‘iddah

Ta’ marbiitah

1. Apabila dimatikan ditulis h, (kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya,

kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya)

-

42

ditulis

Hibbah

r

Lo

ditulis

Jizyah

2. Apabila huruf fa’ marbitah diikuti oleh kata sifat (na’i), huruf tersebut

ditransliterasikan menjadi h juga

5y 9tall Abyaal)

ditulis

al-madinah al-
munawarah.

3. Apabila ta’ marbitah hiudp atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammah ditulis t.

| Jhdl) 3183 ditulis Zakatul-fitri
D. Vokal Pendek
Fathah ditulisa, kasrah ditulis i, dan dammabh ditulis .
E. Vokal Panjang
Fathah + alif a
1 1. dituli
adala TS Jjadahiliyyah
5 Fathah + ya” mati ditulis a -
A yas ‘a
Kasrah + ya’ mati - 1
3 ditul -
ENB TS kar Im
Dammah + wawu mati _— il
4 . & ditulis _
o fur id




F. Vokal Rangkap

1 Fa.thah AT 7R ERk ditulis Bainakum
i
2 I:;t;ah L ST N ditulis Fauqakum

G. Kata Sandang Alif + Lam
Apabila diikuti huruf gamariyyah, maka ditulis al-, diikuti dan bila
huruf syamsiyyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyyah yang

mengikutinya.
1 Aal) ditulis Al-Qamar
2 YA ditulis Asy-Syams

H. Penulisan Hamzah
Jika hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata, maka
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun jika hamzah itu terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

1 (9L ditulis ta’ khuziina
2 s gl ditulis an-nau’
3 Js! ditulis akala

I. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.
J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat
Ditulis kata per kata, atau menurut bunyi/pengucapannya dalam rangkaian

tersebut.

Syaikh al-Islam atau

1 My fesd dituli
# & S Syaikhul Islam
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BAB1I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai
matinya salah seorang suami-istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama
Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putus
perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka
kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya
perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.
Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.'

Dalam Islam, perceraian dimungkinkan sebagai pintu akhir dalam rumah
tangga yang tidak bisa dipertahankan. Namun, meskipun cerai ini didudukan
sebagai sesuatu yang boleh (baca: halal),” Nabi Muhammad saw menganggapnya
sebagai sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah swt.

A Jy ot Gt ey e e dn 3 36 006 GG W (el i) of
Al c;\},u 2595, Sl dsslog il Bigsia 5 a5 . ol

Dari Ibnu ‘Umar, la berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: “Perkara

halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak”. Diriwayatkan oleh Abui Dawud

dan Ibnu Majah, dan disahkan oleh Hakim dan rajihkan oleh Abu Hatim
kemursalannya.’

" Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh (cet.3), (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010) hlm.124.
? Zaitunah Subhan, Menggagas Figh Pemberdayaan Perempuan (cet.2), (Jakarta: el-Kahfi,
2008), him.235.
’ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Tarjamah Bulughul Maram, Penerjemah: A. Hasan, (Bandung:
CV. Penerbit Diponegoro, 2006), him.4.




Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 juga disebutkan:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi
karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”™

Akan tetapi, sebagaimana tertera dalam pasal 129 dan pasal 132 Kompilasi
Hukum Islam® terlihat berbeda dalam menggunakan terminologi untuk suami dan
istri dalam hal perceraian. Suami dianggap sebagai pemilik hak cerai sementara
istri dipahami sebagai pihak yang berkewajiban untuk menerima cerai, bahkan
dikesankan tidak memiliki hak cerai. Dengan demikian istri menjadi pihak yang
dirugikan.®

Dalam Kompilasi Hukum Islam akibat perceraian tercantum pada pasal
149 yaitu:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib
memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam ‘iddah,
kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’tn atau nusyiiz dan dalam keadaan
tidak hamil.””

Sehingga untuk cerai gugat yang dalam hukum Islam disebut dengan

khuluq dan termasuk dalam talak ba 'tn sugra tersebut, disebutkan dalam hadis:

Al g Godaidl Ay Lsliadly e anmd | e

* Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
(Instruksi Presiden R.I Nomor | Tahun 1991 KompilasiHukumlIslam Di Indonesia, 2000), hlm.56.

> Jbid, pasal 129 berbunyi, “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya
mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi
tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan
itu.” dan pasal 132 yang berbunyi, “(7) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya
pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali
isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. (2) Dalam hal tergugat
bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut
kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.” (lihat: Kompilasi Hukum
Islam, hlm.60 dan him.62).

¢ Zaitunah Subhan, Menggagas Figh Pemberdayaan Perempuan (cet.2), him.235-236.

7 Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
(Instrukst Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 KompilasiHukumlslam Di Indonesia, 2000), hlm.69.
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Artinya: Dari Sauban R.A. dia berkata: Rasilullah saw bersabda:
“Wanita manapun yang meminta talak kepada suaminya tanpa alasan kuat, maka
haram baginya bau surga.” Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah.®

Maka di dalam Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak dijelaskan akibat
cerai gugat dalam pasal tersendiri, dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa
apabila cerai gugat maka istri tidak menerima: (1) hak natkah ‘iddah, (2) mantan
istri tidak akan menerima mut 'ah, dan (3) tidak dapat rujuk.’

Padahal perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri secara seimbang.
Sebab pada dasarnya suami dan istri ini memiliki kesempatan yang sama untuk
mengajukan perceraian.'’.Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 2
dan 3 telah disebutkan bahwa:

“(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama
dalam masyarakat. (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan
hukum. "'

Maka dari itu, dalam hal pengajuan perceraian seharusnya tidak ada aturan
yang merugikan dari salah satu pihak (suami dan istri). Seperti halnya mengenai
hak nafkah istri yang harus dipenuhi oleh suami apabila istri mengajukan cerai

gugat kepada suami yang telah melanggar hak istri selama dalam kehidupan

berumah tangga.

¥ Hafidz Al Munzdiry, Mukhtashar Sunan Abi Dawud, pernerjemah: H. Bey Arifin dan A.
Syingithy Djamaluddin, Tarjamah Sunan Abu Dawud, (Semarang: CV. Asy Syifa’ Semarang,
1992), him.112-113.

° Defi Uswatun Hasanah, 2014, “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dan
Implementasinya Di Pengadilan Agama Tanjung Pati” (skripsi tidak diterbitkan, Program Studi
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), him.36-
37.

10 Zaitunah Subhan, Menggagas Figh Pemberdayaan Perempuan (cet.2), hlm.235.

" Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
(Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 KompilasiHukumlslam Di Indonesia, 2000), him.43.




Firman Allah swt:
Syl Gele el gl 5405

Artinya: “Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibanya (terhadap suaminya) menurut cara yang ma’ruf ... 1z

Ayat di atas menegakkan hak istri yang seimbang dengan kesalehanya,
sehingga ketika istri tersebut nusyiiz, haknya terhapus.”

Apabila sebaliknya, dari pihak suamilah yang memulai adanya nusyiz
maka istri boleh menuntut apa yang seharusnya menjadi hak istri tersebut. Sebagai
contoh ketika permasalahan yang muncul akibat nusy#z dari pihak suami, yaitu
ketika suami bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak

mau memberikan haknya. Firman Allah:

fn"’
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Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap
tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan
perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi
mereka)...... """

Dari ayat tersebut, menjelaskan bahwa nusyiz tidak hanya dialami atau
dilakukan oleh istri tetapi juga oleh suami. Dengan demikian, pemahaman nusyiiz

oleh umumnya masyarakat sesungguhnya tidak dapat dikatakan secara

sembarangan. Sebab, seorang istri yang melakukan nusyiz perlu diketahui

'2.S. Al-Bagarah (2): 228.

" Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat (Buku II, cet.VI), (Bandung: CV.Pustaka Setia,
2010), hlm.50.

'* QS. an-Nisa’ (4): 128.




alasanya. Semua ini harus dilihat secara utuh dan jernih agar tidak mudah
menjatuhkan tuduhan nusyiz kepada istri.

Dalam persoalan nusyiiz ini Kompilasi Hukum Islam masih terlihat bias
gender. Sebab masalah nusyzz dalam Kompilasi Hukum Islam hanya berlaku bagi
pihak perempuan, sementara laki-laki (baca: suami) yang mangkir dari tanggung
jawabnya tidak diatur. Oleh sebab itu pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam
terlihat mengekang kebebasan hak-hak perempuan dan tidak mendudukan
hubungan suami-istri secara seimbang."

Pada kaidah pokok magasid asy-syari’ah dalam figh al-‘agliyyat yang
sebagai bagian dari figh al- maqasid 'yang merupakan produk dari pendekatan
maqasid asy-syari’ah secara konsisten mendasarkan istinbat hukumnya pada
kaidah-kaidah umum magqasid yang menekankan pada urgensi nilai-nila universal
Islam, maksud, tujuan, hikmah, dan illar hukum Islam. Kemaslahatan dengan
segala aspeknya seperti keadilan, kesamaan, kesederajatan, kebebasan,
kedamaian, kesejahteraan, dan kemudahan hidup adalah kondisi ideal yang harus
dibentuk sebagai cerminan bahwa Islam adalah agama kasih sayang yahg
senantiasa sesuai dengan segala tempat dan waktu.'®

Maka, terlihat masalah mengenai hak nafkah istri dalam masa ‘iddah yang
harus dipenuhi oleh mantan suami dalam perceraian, itu bukan dilihat dari siapa
yang mengajukan saja, melainkan dilihat duduk perkaranya. Sebab, tidak semua
cerai gugat yang diajukan istri tersebut bersumber dari pihak istri, namun bisa jadi

berawal dari pihak suami yang merasa berwenang pada saat menjadi pemimpin

1 Zaitunah Subhan, Menggagas Figh Pemberdayaan Perempuan (cet.2), him.291 dan 293.
' Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas Figh Al-Aqalliyyat dan Evolusi Maqashid al-
Syariah dari Konsep ke Pendekatan, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010), hlm.256.




dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga pemberian hak nafkah istri dalam
masa ‘iddah pasca cerai gugat perlu adanya aturan mengenai pemberian hak
nafkah istri dalam masa ‘ddah pasca cerai gugat oleh mantan suami dalam
putusan perceraian di Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, sesuai uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat
judul dengan: TINJAUAN MAQASID ASY-SYARI'AH TERHADAP HAK

NAFKAH ISTRI DALAM MASA ‘IDDAHPASCA CERAI GUGAT.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah yang tertulis di atas, maka penulis
merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap hak nafkah istri dalam masa
‘iddah pasca cerai gugat?
2. Bagaimana tinjauan maqdasid asy-syari’ah terhadap hak nafkah istri dalam

masa ‘iddah pasca cerai gugat?

C. TUJUAN DAN MANFAAT MASALAH
1. Tujuan Penelitian
Untuk memahami dan mencari jawaban dalam penyusunan penelitian
skripsi ini, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:
a. Mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap hak nafkah istri dalam
masa ‘iddah pasca cerai gugat.
b. Mengetahui ketentuan magasid asy-syari’ah terhadap hak nafkah istri

dalam masa ‘iddah pasca ceral gugat.




2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis dan keilmuan, yaitu memberikan gambaran yang jelas
mengenai ketentuan hak nafkah istri dalam masa ‘iddah pasca cerai
gugat dalam teori-teori hukum khususnya dalam magqasid asy-
syari’ah.

b. Manfaat praktis bagi masyarakat, yaitu memberikan pengetahuan
kepada masyarakat khususnya kaum perempuan (istri) tentang hak
nafkah istri dalam masa ‘iddah pasca ceral gugat yang selayaknya
diberikan oleh suami ketika perceraian di dalam lingkup Pengadilan
Agama.

c. Manfaat praktis bagi pemerintahan, yaitu sebagai aturan dalam
memutus perkara cerai gugat yang dilakukan istri mengenai hak
natkah istri yang perlu dipenuhi oleh mantan suami dengan
berlandaskan hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI
sebagai bentuk penegakan hukum dan magasid asy-syari’ah sebagai

tujuan syariat Islam dalam sebuah perkawinan.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan tentang hak nafkah istri dalam masa ‘iddah pasca cerai gugat
terdapat dalam beberapa penelitian ilmiah (skripsi) terdahulu yang hampir mirip
dengan masalah penelitian yang penulis ingin teliti sebagai penelitian ilmiah
(skripsi) kali ini, namun penulis mencoba mencari sudut pandang (perspektif) lain

sebagai objek penelitian. Untuk mengetahui letak perbedaan antara masalah




penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu  maka penulis
menunjukan bukti letak perbedaan dari penelitian ilmiah ini sebagai berikut:

Pertama, skripsi “Pemberian Nafkah Iddah Pada Cerai Gugat (Studi
Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1925/Pdt.G/2010/PA.Pt)”, oleh Faris
Ahmad Jundhi, Jurusan Syari’ah Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah STAIN
Salatiga, 2013, yang menganalisis dalam putusan PA Pati  No.
1925/Pdt.G/2010/PA Pt ini majelis hakim memberikan nafkah ‘iddah didasarkan
dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19
September 2007 yang didasarkan pada Pasal 41 huruf (¢) UU No. 1 Tahun 1974
Jo. Pasal 149 KHI. Kemudian yang patut diperhatikan dalam salinan putusan No.
1925/Pdt.G/2010/PA Pt ini bahwa tindakan penggugat oleh majelis hakim tidak
dianggap nusyuiz. Selain itu hakim memberikan mut ’ah dan natkah ‘9ddah kepada
bekas istri dengan memperhatikan 5 (lima) dasar pertimbangan yaitu: adanya rasa
keadilan bagi kedua belah pihak, adanya ketertiban hukum, menempatkan harkat
perempuan pada proporsinya, adanya kemampuan bekas suami untuk memberikan
natkah ‘iddah dan mut’ah kepéda bekas istri, dan adanya kelayakan bekas istri
untuk menerima nafkah ‘iddah dan mut’ah dari bekas suami.

Kedua, skripsi, “Hak Nafkah lddah Pasca Cerai Gugat dan
Implementasinya di Pengadilan Agama Tanjung Pati”, oleh Defi Uswatun
Hasanah, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2014, yaitu menganalisis terhadap 12 putusan Pengadilan
Agama Tanjung Pati tahun 2012 mengenai perkara cerai gugat yang terbagi atas 7

perkara cerai gugat dengan alasan KDRT dan 5 perkara cerai gugat dengan alasan




poligami liar tersebut tidak satu pun putusan yang memberikan hak nafkah ‘iddah
pada perkara cerai gugat tersebut namun tetap diputus dengan talak ba’in yang
mengakibatkan tidak adanya nafkah ‘iddah bagi penggugat. Jika dilihat dari sudut
pandang keadilan putusan-putusan tersebut belum memihak kepada kepentingan
dan perlindungan hak-hak perempuan disebabkan aturan hukum yang dijadikan
rujukan oleh hakim-hakim saat ini masih kurang pro gender.

Ketiga, skripsi, “Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut ‘ah (Studi
Terhadap Perkara No.131/Pdr.G/2005/PA.SMN)”, oleh Arif Dwi Pranto,
Fakultas Syari’ah Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, UIN - Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2009, bahwa pertimbangan mantan istri mengajukan gugatan
rekonpensi adalah adanya wanprestasi. Putusan Pengadilan Agama Sleman
No.131/Pdt.G/2005/PA.SMN tidak dapat dieksekusi atau hanya membayar
semampunya dengan pertimbangan kenyataan kondisi riil suami benar-benar tidak
dapat memenuhi amar putusan dalam rekonpensi. Hal tersebut didasarkan pada
pasal 160 KHI.

Keempat, skripsi, “Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak
Di Pengadilan Agama Makassar”, oleh Fitri Rahmiyani Annas, Fakultas Hukum,
Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, yakni pembebanan nafkah ‘iddah dan
mut’ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar dilakukan jika
isteri mengajukan gugatan rekonpensi terkait nafkah ‘iddah dan mut’ah ataupun
hakim menghukum pemohon secara ex officio untuk membayar natkah ‘iddah dan
mut’ah berdasarkan beberapa pertimbangan hakim. Pelaksanaan putusan hakim

tentang pembebanan nafkah ‘iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak di
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Pengadilan Agama Makassar terdiri dari dua cara yaitu secara sukarela dan secara
paksa (eksekusi) oleh pengadilan. Adapun mengenai praktek eksekusi nafkah
‘iddah dan mut’ah jarang terjadi karena biaya yang dikeluarkan terkadang tidak
sebanding dengan jumlah nafkah yang dibebankan kepadanya.

Kelima, skripsi, “Pengakuan Hukum Islam Terhadap Hak Mut’ah Mantan
Istri Dalam Kajian Empat Madzhab (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Jakarta Selatan No.1151/Pdt.G/2008/PAJS)”, oleh Syamsuddin, Fakultas Syariah
dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2014, disebutkan bahwa ‘wulama Syafi’T mewajibkan mut’ah kecuali
perceraian yang terjadi qabla dukhul antara suami dan istri dan telah ditentukan
maharnya. ‘Ulama Maliki berpendapat bahwa sunnah memberi mut’ah kepada
semua perempuan yang diceraikan suami. Sementara ‘ulama Hanafi dan Hanball
berpendapat sunnah memberikan mut’ah kepada perempuan yang diceraikan oleh
suami, kecuali bagi perempuan yang nikah fafwid yang menikah tanpa ditentukan
mahar. Dan hakim dalam memutuskan perkara No.1151/Pdt.G/2008/PAJS telah
sesuai dengan KHI yaitu sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor: 9 tahun
1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI. Sedangkan kewajiban membayar mut 'ah sesuai
KHI pasal 149 sub a dan b. Kewajiban membayar mut ‘ah sesuai dengan pendapat
‘ulama Syafi’i, sedangkan besaran/kadar mut’ahnya sesuai dengan pendapat
‘ulama Malikiyyah dan Hanabillah.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul Tinjauan Magasid

Asy-Syarti’ah Terhadap Hak Nafkah Istri Dalam Masa ‘Iddah Pasca Cerai Gugat yang
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di mana peneliti ingin menganalisis bagaimana hak nafkah istri dalam masa

‘iddah pasca cerai gugat apabila diteliti dalam magasid asy-syari’ah.

E. KERANGKA TEORI

Secara umum, hak nafkah adalah hak mutlak suami yang harus diberikan
kepada istri, baik sandang, pangan maupun papan."’

Banyak ayat dan hadis Rasilullah yang menunjukan hal tersebut,

diantaranya:
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“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara yang ma’ruf. Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”"®

Sabda Rasilullah saw dalam sebuah hadis menyebutkan:
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Dari ‘Aisyah RA. dia berkata, “Hindun binti ‘Utbah datang dan berkata,
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abui Sufyan seorang yang kikir, maka apakah
aku berdosa jika aku memberi makan siapa yang menjadi kewajibannya diantara
tanggungan kami?” Beliau bersabda, “Tidak berdosa, kecuali dengan cara yang
ma 'ruf (patut).””’

7 Dedi Supriyadi, Figh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi),
(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), him.121.

' QS. Al-Baqarah (2): 233.

" Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani. Fathul Baari 26: Shahih Bukhari,
Penerjemah: Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). him.550.
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Ayat Al-qur’an dan hadis Rasiulullah tersebut dianggap cukup untuk
meyakinkan adanya kewajiban nafkah atas diri suami untuk istrinya.”
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 disebutkan:

“(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah
dan tempat kediaman bagi isteri.

Maka tanggung jawab suami tidak hanya sewaktu dia masih menjadi
sahnya perkawinan dan terhadap anak-anak yang dilahirkan si istri, tetapi suami
pun tetap wajib menafkahinya bahkan pada saat terjadi perceraian.”

Sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

“Bilamana ;Derkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam ‘iddah,
kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyiuz dan dalam keadaan

tidak hamil.”
Pada pasal 152 juga disebutkan bahwa:

“Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah ‘iddah dari bekas suaminya
kecuali ia nusyuz. >

Dan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 41 disebutkan:
“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau
menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

20 Satria Effendi M. Zen, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta:
Prenada Media, 2004), him.152-153.

*! Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
(Instruksi Presiden R.1 Nomor 1 Tahun 1991 KompilasiHukumlslam Di Indonesia, 2000), hlm.44.

*2 Syamsuddin, 2014, “Pengakuan Hukum Islam Terhadap Hak Mut’'ah Mantan Istri
Dalam Kajian Empat Madzhab (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan
No.1151/Pdt.G/2008/PAJS)”, (skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Perbandingan Madzhab
dan Hukum, Fakultas syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm.3-4.

» Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
(Instruksi Presiden R.1 Nomor I Tahun 1991 KompilasiHukumlslam Di Indonesia, 2000), him.69-
70.

* Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Pernikawinan.




Sehingga dalam hak nafkah, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas
suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban
bagi bekas istri (pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974) yaitu apabila terjadi
perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi
kepada bekas istrinya, yakni memberi nafkah kepada bekas istri selama masa
‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyiz dan dalam
keadaan tidak hamil.”

Akan tetapi, berbeda dengan putusnya perkawinan karena cerai talak yang
di m:ana Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.l tahun
1974 telah mengatur akibat putusnya perkawinan yang dilakukan oleh suami,
mengenal hak nafkah akibat putusnya perkawinan karena cerai gugat yang
dilakukan oleh istri tidak secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
dan Undang-Undang Perkawinan No.l tahun 1974 dikarenakan Islam telah
menetapkan talak sebagai hak mutlak suami dengan syarat tidak melampaui batas-
batas tertentu yang telah ditetapkan Allah swt.”

Maka apabila istri mengajukan cerai terhadap suami, dalam Hukum Islam
perbuatan itu dinamakan khulug. Khulug sendiri dalam Hukum Islam termasuk

talak ba 'in sugra.”’ Sesuai dengan sebuah hadis:

» Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan
Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI, cet.2), (Jakarta: Prenada Media, 2004),
hlm.255-256.

% Syamsuddin, 2014, “Pengakuan Hukum Islam Terhadap Hak Mut’ah Mantan Istri
Dalam Kajian Empat Madzhab (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan
No.1151/Pdt.G/2008/PAJS)”, him.31.

7 Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
(Unstruksi Presiden R.1 Nomor I Tahun 1991 KompilasiHukumlslam Di Indonesia, 2000), hlm.58.
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“Abu Al Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad Al Misriy menceritakan
kepada kami, ‘Abdullah bin Wuhaib Al Gazzy menceritakan kepada kami,
Muhammad bin Abu As-Sariy menceritakan kepada kami, Rawwad bin ‘Abbad
bin Kasir menceritakan kepada kami dari Ayub, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas,
bahwa Nabi saw menetapkan khuluq (talak tebus) sebagai talak ba’'in. "

Di mana pada Kompilasi Hukum Islam telah diatur mengenai akibat

khulug pada pasal 161 yaitu:

“Perceraian dengan jalan khuluq mengurangi jumlah talak dan tak dapat
229

dirujuk”.
Sedangkan dalam Hukum Islam perceraian dengan jalan khulug
mengakibatkan perkawinan putus dengan talak khulug dan berkurangnya jumlah
talak dan tidak dapat rujuk. Sementara istri harus menjalani masa ‘iddah seperti
dalam cerai talak dan suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah ‘iddah

terhadap bekas istri.® Rasulullah saw bersabda:
G :J6 O3 uww’d‘a&%w”‘w‘ﬁ}“ﬁ s G sy Ll wE
JEg 39135 W ol &) Jlslatuly Eadis Siass §pms G bl Be 4 s i
BT (S ) s o i J6 158 OB g A 2 HK”WJ
35 g o @ 08 o4l

* Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, Sunan Ad-Daraquthni, penerjemah:
Amir Hamzah Fachrudin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm.95.

¥ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
(Instruksi Presiden R.1 Nomor 1 Tahun 1991 KompilasiHukuinlslam Di Indonesia, 2000), him.74.

% Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Keranghka Figh Al-Oadha (cet.2),
(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him.140.
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Al Mahamili, Muhammad bin Mahlad, ‘Umar bin Ahmad Ad-Darbiy dan
‘Ali bin Al Hasan bin Harun menceritakan itu kepada kami, mereka berkata: “Al
Hasan bin ‘Arafah menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada
kami, Mugirah, Husain, Asy’as, Isma'll bin Abu Khalid, Dawud, Sayyar dan
Mujalid menceritakan kepada kami, semuanya dari Asy-Sya'bi dengan riwayat
ini. Husyaim berkata: “Mujalid menyebutkan dalam hadisnya, “Sesungguhnya
tempat tinggal dan nafkah itu bagi yang suaminya berhak merujuknya.””'

Selain itu pada hadis lain juga disebutkan:

Swsadiy S 06 8 oy el Jo I 2 B5h 8 s 8

Dari Al Hasan dari Abu Hurairah dari Rastulullah saw bersabda: “Para
wanita yang menuntut cerai dari suaminya tanpa ada suatu alasan, maka mereka
itu bagaikan orang-orang munafiq.””*

Dalam figh sendiri, cerai gugat tidak memberikan nafkah ‘iddah bagi
mantan istri karena istri dianggap nusyiz.” Seperti yang disebutkan pada
Kompilasi Hukum Islam pasal 80 yakni:

“(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri
dan anak;

¢. biaya pendididikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4)
huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri

1134

nusyuz.

" Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, Sunan Ad-Daraquthni, penerjemah:
Amir Hamzah Fachrudin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), him.45-46.

2 Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa’i, Tarjamah Sunan An Nasa’iy 3, Penerjemah: H.
Bey Arifin dan Yunus Ali Al Muhdhor, (Semarang: CV. Asy Syifa’ Semarang, 1993), hlm.594.

33 Faris Ahmad Jundhi, 2013, “Pemberian Nafkah Iddah Pada Cerai Gugat (Studi Putusan
Pengadilan Agama Pati No.1925/Pdt.G/20]10/PA.Pt)”, (skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Al
Ahwal Al Syakhsiyyah, Jurusan Syariah STAIN Salatiga), hIm.3.

* Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
(Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 KompilasiHukumlslam Di Indonesia, 2000), him.44.




10

Maka, dalam hal cerai gugat yang dilakukan oleh istri, dalam Kompilasi
Hukum Islam rﬁeskipun tidak dijelaskan akibat cerai gugat dalam pasal tersendiri
dapat dipahami bahwa apabila cerai gugat maka istri tidak menerima: (1) hak
nafkah ‘iddah, (2) mantan istri tidak akan menerima mut’ah, dan (3) tidak dapat
rujuk.”

Namun, hal itu tidak sesuai dengan pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang No.1 tahun 1974 yaitu:

“(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama
ZZZ:Z, T}cﬁzsyarakat. (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 114:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi
karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”

Pasal 77 juga disebutkan:

“(5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.”

Dengan demikian pada dasarnya baik suami maupun istri ketika terjadi
percekcokan rumah tangga dapat mengajukan cerai. Jika permohonan cerai dari
suami disebut cerai talak. Sedangkan dari istri disebut cerai gugat. Dengan
demikian nampak jelas bahwa pihak istri pada dasarnya dapat juga mengajukan

cerai pada suami. Suami atau istri sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan

3 Defi Uswatun Hasanah, 2014, “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dan
Implementasinya Di Pengadilan Agama Tanjung Pati”, (skripsi tidak diterbitkan, Program Studi
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm.36-
37.

°® Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

7 Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
(]ns[ru/fgi Presiden R.1 Nomor 1 Tahun 1991 KompilasiHukumlislam Di Indonesia, 2000), him.56.

" Ibid hlm.43.
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gugatan cerai. Apalagi jika sedang dizalimi oleh suami dan istri merasa tidak bisa
hidup rukun kembali maka bisa mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan
Agama.”’ Sehingga istri yang mengajukan cerai gugat bukan berarti telah
melakukan nusyiiz. Apalagi dari pihak istri juga harus membayar ‘iwad sebagai
tebusan untuk suami. Untuk itu, ketika istri melakukan cerai gugat (khulug), istri
berhak mendapatkan hak nafkah dari mantan suami. Sesuai dengan pendapat
‘Umar dan Abii Hanifah yang menetapkan bahwa istri berhak mendapat nafkah

dan tempat tinggal.** Firman Allah yaitu:

& 2 o2
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..... tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu tinggal menurut
kemampuanmu ....."

Pada pasal 136 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam:

“Selama  berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan
penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung suami.”

Dalam kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung
No.137/K/AG/2007 disebutkan:

“Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyiz.
Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah
berbuat nusyiiz, maka secara eks officio suami dapat dihukum untuk memberikan
nafkah ‘iddah kepada bekas istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani
masa ‘iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibra’ yang juga menyangkut
kepentingan suami. "

% Muhammad Saifullah dkk, Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga, (Yogyakarta:
Ul Press Yogyakarta, 2005), hIm.85-86 dan 90-91.

** M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Kitab “Mutiara Hadist”, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,
2011), him.345.

"1 QS. At-Talaq (65): 6.

** Yurisprudensi Mahkamah Agung No.137/K/AG/2007 tanggal putusan 6 Februari 2008.
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Hak nafkah yang meliputi makanan dan pakaian merupakan kebutuhan
pokok atau kebutuhan daruiriyyah.” Di mana dariiriyyah termasuk dalam salah
satu tingkatan kemaslatahan menurut Asy-Syatibi.** Sedangkan kemaslahatan
sendiri merupakan salah satu dari tujuan maqasid asy-syari’ah atau tujuan syariat.
Sehingga dengan pendekatan magasid asy-syari’ah, kajian mengenai hak nafkah
istri dalam masa ‘iddah pasca cerai gugat lebih dititikberatkan pada melihat nilai-
nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah
swt. Jadi, jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk
hukum itu sendiri melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan.?’

Adapun para ulama berbeda-beda dalam mengklasifikasikan magasid
/tujuan dari syariat secara umum, akan tetapi intinya tetap sama yaitu: Ibnu
Qayyim Al-Jauziyyah mengatakan bahwa basis syariat adalah hikmah dan
kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada
keadilan sempurna, rahmat, kesejahteraan, dan hikmah. Ibnu Asy-Syur
menyebutkan bahwa secara umum tujuan dari syariat adalah: menjaga aturan
hidup, mewujudkan kemaslahatan, = menolak  bahaya, = menegakkan
persamaan/kesetaraan antar manusia, menjaga kemuliaan syariat, menguatkan dan
memberikan ketenangan bagi umat manusia . ‘4/lal Al-Fasy menyebutkan tujuan
syariat adalah: memakmurkan bumi, menjaga aturan hidup, menegakkan keadilan
dan keistigamahan, selalu mewujudkan kemaslahatan baik bagi akal, pekerjaan,

dan sesama manusia di bumi, memberikan dan mengatur kemanfaatan bagi orang

** Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat (Buku I1, cet. V1), hlm 48.

* Satria Effendi M. Zein, Ushul Figh (cet.5), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2014), him.234.

* Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), him.49 dan 54.




banyak. Abii Zahrah mengklasifikasikan bahwa hukum-hukum dalam syariat
Islam bertujuan untuk tahzib al-fard (pendidikan bagi individu), igamah al-"adl
(menegakkan keadilan), dan maslahah (kemaslahatan).*

Sehingga tujuan dari pemberian hak nafkah istri dalam masa ‘iddah pasca
cerai gugat tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum
muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik.
Karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya, yakni:

“Syariat dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan orang-orang mukmin.”
(Asy-Syariah........ wudi’at li-masalih al- ‘ibad).”
F. METODE PENELITIAN
1. Sifat dan Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang peneliti pakai pada penelitian ini adalah jenis
penelitian pustaka (Library Research) dan bersifat normatif yaitu penelitian
hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep
baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi atau bisa
‘dikata meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem
norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari
peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin
(ajaran).”® Selain itu, peneliti juga mengunakan pendekatan konseptual
(Conseptual Approach). Pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-

* https://abuutsmanmuhammad.wordpress.com/2012/01/23/konsep-maqashid-syariah/

7 Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam (cet.2), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2001), hlm.247-248. '

*® Mukti Fajar ND dan YuliantoAchmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him.34.




konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang
diteliti serta untuk membuat argumentasi hukum dalam menjawab
permasalahan hukum.* Sehingga peneliti dapat menganalisis ketentuan
mengenai hak nafkah istri dalam masa ‘%ddah pasca cerai gugat dan
mengambil kesimpulan secara ilmiah melalui sumber-sumber yang
terkumpul.
2. Sumber Data
Adapun pengumpulan sumber data yang digunakan oleh peneliti pada
penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dan sumber data
sekunder. Di mana penjelasannya sebagai berikut:
a. sumber data primer
yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data sumber asli yaitu
sumber yang memuat informasi atau data tersebut.® Dari sumber data
primer yang peneliti gunakan adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-
Undang No.1 tahun 1974 dan buku-buku tentang magasid asy-syari’ah.
b. sumber data sekunder
yaitu sumber data yang diperoleh dari data yang bukan asli yang
memuat tentang informasi atau data tersebut.”’ Di mana sumber data
sekunder terdiri dari buku-buku pustaka yang terkait langsung dengan
penelitian ini yang bisa menunjang sumber data primer juga aturan-aturan

yang berhubungan langsung dengan aturan atau ketentuan hak nafkah istri

* Ibid, hIm.187.

** M. Amirin Tatang, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: PT. Raja grafindo,1995),
him.132.

>! Ibid, hlm.133.




dalam masa ‘iddah pasca cerai gugat. Dari sumber-sumber tersebut
kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan untuk
menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian kepustakaan ini, peneliti
membaca buku-buku yang terkait dengan ketentuan atau aturan hak nafkah
istri dalam masa ‘iddah pasca cerai gugat dalam hukum Islam yang
selanjutnya mengumpulkan data-data bahan sekunder melalui buku-buku
tentar.g maqasid asy-syari’ah untuk menganalisis masalah dalam sumber
data primer dengan teknik analisis, membaca liferature (studi pustaka)
yang berkaitan dengan masalah penelitian (data primer maupun sekunder).
Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis yang selanjutnya diperoleh
kesimpulan secara ilmiah.
4. Analisa Data

Analisis data adalah suatu fase penelitian kualitatif yang sangat
penting karena melalui analisis data inilah peneliti dapat memperoleh
wujud dari penelitian yang dilakukannya.” Atau bisa diartikan sebagai
suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi
bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan atau tatanan bentuk

sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara

2 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (cet.4), (Bandung:
Alfabeta, 2012), him.97.




lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk
perkaranya.”

Adapun langkahnya yaitu setelah peneliti membaca buku-buku
yang membahas tentang hak nafkah istri dalam masa ‘iddah pasca cerai
gugat kemudian peneliti melakukan analisis dengan menggunakan
magqasid — asy-syari’ah  sebagai  bahan  hukum  yang  dapat
dipertanggungjawabkan. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian
ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode
deduktif yaitu data umum yang berupa ketentuan hak nafkah istri dalam
masa ‘iddah pasca cerai gugat yang kemudian dianalis dengan

menggunakan data khusus yaitu magqasid asy-syari’ah.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembahasan (sistematika) maka dalam penelitian ini
akan digunakan struktur pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama (pendahuluan) berisi latar belakang masalah yang
menjadikan peneliti merasa perlu untuk mengetahui latar belakang masalah
mengenai tinjauan magqasid asy-syari’ah terhadap hak nafkah istri dalam masa
‘iddah pasca ceral gugat. Antara lain terdiri dari: latar belakang penelitian,
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka

teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

3 Ibid him.200.




Dalam bab kedua membahas tentang cerai gugat yang di dalamnya berisi
dari subbab yaitu pengertian hak dan kewajiban suami istri, dan aturan atau
ketentuan nafkah istri dalam masa ‘iddah pasca cerai gugat dalam hukum Islam.

Dalam bab ketiga berisi tinjauan umum magqasid asy-syari’ah yang terdiri
dari subbab yakni pengertian magqasid asy-syari'ah, asas-asas maqasid asy-
syari’ah (hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-‘aql, hifz an-nasl, hifz al-mal), peranan
maqasid asy-syari’ah dalam pengembangan hukum, perkembangan magqasid asy-
syari’ah, unsur-unsur yang membentuk maqasid asy-syari’ah.

Dalam bab keempat, berisi analisis tinjavan magasid asy-syari’ah terhadap
hak istri dalam masa ‘iddah pasca cerai gugat yang terdiri dari beberapa subbab
yaitu, hak nafkah istri dalam masa ‘iddah pasca cerai gugat menurut empat /mam
Mazhab dan ketentuan magasid asy-syari’ah terhadap hak nafkah istri dalam
masa ‘iddah pasca ceral gugat.

Dalam bab kelima, berisi tentang mengenai subbab yang terdiri dari

kesimpulan dan saran.




BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari uraian analisis mengenai
hak nafkah istri dalam masa ‘iddah pasca cerai gugat, maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa perceraian bisa terjadi dari pihak suami (cerai talak)
maupun pihak istri (cerai gugat atau khulug). Karena dalam Undang-Undang
No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasalnya,
“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing—m(:zsing dapat
mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” Dan disebutkan pula, “Hak dan
kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
Serta masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”
Sehingga baik suami maupun istri berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan
apabila terjadi keretakan atau masalah dalam rumah tangganya.

Apabila istri mengajukan cerai gugat atau disebut dengan khulug yang
di mana khulug tersebut termasuk dalam kategori talak ba’in sugra (pasal 119
Kompilasi Hukum Islam) maka timbul akibat dari cerai gugat atau khulug
tersebut setelahnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam yakni memberi nafkah,
maskan dan kiswah kepada bekas istert selama dalam masa ‘iddah, kecuali
bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyiz dan dalam keadaan tidak
hamil (pasal 149), perceraian dengan jalan kAulug mengurangi jumlah talak

dan tak dapat dirujuk (pasal 161).
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Mengenai hak nafkah istri dalam masa ‘%ddah pasca cerai gugat atau
khulug dalam maqasid asy-syari’ah mengatur adanya kemaslahatan. Di mana
kemaslahatan yang merupakan kandungan maqasid asy-syari’ah dapat
digunakan sebagai alat istinbat hukum dalam menetapkan hak nafkah istri
dalam masa ‘iddah pasca cerai gugat dengan sebab suami seperti suami sering
menyakiti dan menyusahkan istrinya, dan juga diketahui suka berbuat zalim
kepada istrinya tersebut dan harus dengan alasan syariat yang jelas. Maka
dengan pemberian hak nafkah istri tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan
dalam kehidupan istri setelah terjadinya cerai gugat dengan suaminya. Sebab,
dengan kemaslahatan tersebut dapat meniadakan kesempitan dan kesukaran
hidup istri, memerhatikan kemaslahatan manusia (kehidupan antara suami dan
istri setelah cerai gugat), mewujudkan keadilan (dengan melihat penyebab
terjadinya peristiwa cerai gugat), dan dapat menegakkan persamaan/kesetaraan
antar manusia (tidak melihat siapa yang mengajukan perceraian, baik itu suami
maupun dari pihak istri). Namun berbeda halnya, apabila cerai gugat tersebut
berasal dari pihak istri sendiri dan tanpa alasan syariat yang jelas, maka istri
tersebut dianggap nusyiiz dan tidak berhak mendapatkan nafkah dari pihak
suami selama dalam masa ‘iddah. Sehingga dengan menggunakan
kemaslahatan yang merupakan kandungan magasid asy-syari’ah, dapat
memelihara dan menjaga eksistensi dari kulliyah al-khams diantaranya
melindungi hak-hak istri merupakan salah satu upaya untuk memelihara dan
menjaga jiwa (aspek hifz an-nafs), penetapan hukum dalam memelihara dan

menjaga kelangsungan hidup istri (aspek hifz an-nasi), tanggung jawab suami
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untuk tidak berbuat sewenang-wenang terhadap istri (aspek hifz al-‘agl) dan
penetapan hukum tentang pemenuhan kewajiban untuk memberikan nafkah
kepada istri selama masa ‘iddah setelah terjadinya cerai gugat (aspek hifz al-
mal). Selain itu aspek hifz ‘irdh (menjaga kehormatan diri atau nama baik) pun
dapat dijadikan bahan tambahan dalam kehidupan suami istri setelah terjadinya
cerai gugat. Hal ini dapat dilihat bahwa pemberian hak nafkah istri dalam masa
‘iddah pasca cerai gugat tersebut telah mengangkat derajat atau martabat kaum
wanita. Adapun kemaslahatan yang terkandung dalam penetapan hak nafkah
istri, mencakup banyak hal, diantaranya: ada sebuah kepastian hukum sehingga
lebih jelas penyebab cerai gugat yang dilakukan istri tersebut, adanya
ketegasan hukum yang dimaksudkan agar dapat mencegah akibat dampak
negatif dalam cerai gugat, adanya peﬁyelamatan dan perlindungan terhadap
hak-hak perempuan terutama dalam urusan hak nafkah istri dalam masa ‘iddah
pasca cerai gugat. Perlindungan seperti ini dalam pandangan teori
kemaslahatan sudah masuk kategori maslahah daririyyah.

Selain itu dalam kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung
No.137/K/AG/2007 disebutkan: “Istri yang menggugat cerai suaminya tidak
selalu dihukumkan nusyiiz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri
tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyiz, maka secara eks officio suami
dapat dihukum untuk memberikan nafkah ‘iddah kepada bekas istrinya, dengan
alasan bekas istri harus menjalani masa ‘iddah, yang tujuannya antara lain
untuk istibra’ yang juga menyangkut kepentingan suami.” Sehingga mengenai

hak nafkah istri dalam masa ‘iddah pasca cerai gugat tersebut harus




121

dipertimbangkan dalam putusan persidangan. Dan tidak semua perkara cerai

gugat, istr1 dikategorikan nusyiiz.

B. Saran

1.

o

Apabila salah satu pihak baik suami maupun istri ketika terjadi masalah
atau keretakan rumah tangga, diselesaikan dengan kekeluargaan terlebih
dahulu. Dan apabila kedua belah pihak tersebut terpaksa untuk bercerai
maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Mengenai hak nafkah istri dalam masa ‘%ddah pasca cerai gugat,
seharusnya Pengadilan tidak melihat perkara tersebut secara subjektif
melainkan secara objektif. Sehingga, siapa pun yang mengajukan perkara
ke pengadilan, maka pemberian hak nafkah harus dipertimbangan secara
objektif dari para hakim dalam persidangan. Dan perlu adanya aturan atau
ketentuan mengenai hak nafkah istri dalam masa ‘iddah pasca cerai gugat
atau khulug yang dilakukan atas kehendak istri.

Untuk para istri jangan terburu-buru bahkan emosional dalam memutuskan
suatu keputusan, terutama dalam hal perceraian. Dan untuk suami apabila
telah menjabat sebagai kepala keluarga, maka seharusnya dapat memimpin
keluarganya dengan baik. Jangan berlaku sewenang-wenang yang

memancing timbulnya permasalahan dalam keluarga.
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